DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Jakarta: Refika Aditama,
2011.

Bachtiar, Herlina Suyati. Contoh Akta Notaris dan Akta Dibawah Tangan,
Jakarta: Mandar Maju, 2008.

Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 1994.

Budiyono, Herlien. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2014.

Daeng, S.H., M.Hum., M.Kn. Teknik Pembuatan Akta. Jakarta: Pustaka Yustisia,
2014,

Dewi, Santia dan R.M. R Fauwas Diradja, S.H., Panduan Teori & Praktik
Notaris. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Hatta, Sri Gambir Melati, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama:
Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia. Bandung:
PT Alumni Bandung, 1999.

Kartono. Persetujuan Jual Beli Menurut Kitab Undang — Undang Hukum
Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1982.

Keraf, Gorys, Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Jakarta: Nusa
Indah, 1993.

Kusumohamidjojo, Budiono. Panduan untuk Merancang Kontrak, Jakarta: PT
Grasindo, 2001.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. Segi Hukum Lembaga Keuangan
dan Pembiayaan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

159



Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Hapusnya Perikatan. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Ngani, Nico S.H., MSSW. dan A. Qirom Meliala, Sewa Beli dalam Teori dan
Praktek.Yogyakarta: Liberty, 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perdata Tentang Persetujuan — Persetujuan
Tertentu. Bandung: Sumur Bandung, 1988.

Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sjaifurracman, Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam
Pembuatan Akta, Jakarta: Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul — Press, 1986.

Subekti, R. Pokok — Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa, Cetakan
XXVII, 2004.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, Cetakan X, 1986.
Subekti, R. Aneka Perjanjian. Bandung: PT Alumni Bandung, 1982.
Subekti, R. Bunga Rampai lImu Hukum. Bandung: PT Alumni Bandung, 1982.

Suharmoko. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana,
2004.

Sutarno, Aspek — Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta,
2009.

Syahriza. Lembaga Sewa Beli Sebagai Sarana Peningkatan Taraf Hidup
Masyarakat. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dagang FH Ul, 1990.

Tim Redaksi Tatanusa. Jabatan Notaris. Jakarta: Tatanusa, 2014.

160



Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas
Rumah Negara.

. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/11/80
tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli
dengan Angsuran, dan Sewa (Renting).

. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 428/Kp/V1/79
tanggal 11 Juni 1979 tentang Ketentuan Perizinan di Bidang Usaha
Perdagangan.

. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 721/Kp/X11/79
tanggal 31 Desember 1979 tentang Tata Cara untuk Mendapatkan Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Mahkamah Agung. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1957
dalam perkara Jordan (Penggugat Kasasi dahulu Tergugat - Terbanding)
melawan  N.V. Handelsmaatchappij L’Auto (Tergugat Kasasi dahulu
Penggugat — Pembanding).

. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 935/K/Pdt/1985 tanggal 30
September 1986  dalam perkara Ny. Lie Tjiu Hoa dan Achmad
Kartawidyana (Pemohon-pemohon Kasasi dahulu Tergugat-tergugat
Pembanding) melawan Unda bin H. Masan (Termohon Kasasi, dahulu
Penggugat - Terbanding).

. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 767/K/Pid/1986 tanggal 6
Juli 1988 dalam perkara M. Trisulo Santoso (Pemohon Kasasi | dahulu
Penggugat-Pembanding) melawan Yusna (Termohon Kasasi I/Pemohon
Kasasi Il dahulu Tergugat I-Terbanding I), PT Marannu Bank (Termohon
Kasasi Il dahulu Tergugat Il — Terbanding Il) dan Betty Julinar Sitorus
(Termohon Kasasi 11l dahulu Tergugat Il — Terbanding 1)

161



. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas
Rumah Negara.

. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2011 tentang Sewa Rumah Negara.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata,
Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Suparni, Niniek. KUHD & Kepailitan, Jakarta: Bhineka Cipta, 1994.

Artikel Koran, Majalah dan Jurnal

Darus, Baharudin. “Penerapan Sewa Beli di Indonesia”. Lex Privatum, Vol. 11/ No.
3/ Ags-Okt/2014, Jakarta: 1 Agustus 2014.

Isa, Mansor. “Hire Purchase in Malaysia”. Malaysian Journal of Economic
Studies. Volume XXXIX. Number 1 & 2. June — December 2010.

Ibrahim, Sanusi. “Laporan Studi Potensi Perusahaan Sewa Beli sebagai Alternatif
Investasi”. Jurnal Pasar Modal Indonesia. April 2000.

Gunawan, Johannes. Kajian lImu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Jurnal
Hukum Bisnis, Volume XXII Nomor 6, 2003.

Gunawan, Johannes. Perjanjian Standar dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan
Berkontrak, Majalah Pro Justicia, Edisi 2 Nomor 7, 1987.

Pohan, Partomuan. “Selayang Pandang tentang Hire Purchase and Leasing”.
Tempo, HIm. 20 — 21, Jakarta: Juli 2009.

162



Internet

SUMBERDAYASEWATAMA.
<http://www.sumberdayasewatama.co.id/news/6/sewatama-genset-
sewabeli.html>. Diakses 2 Agustus 2015.

“Dutch Civil Code” <http:/www.wikipedia.com/dutchcivilcode.php>. Diakses 25
Juli 2015.

“Hire Purchase Act” <http://www.policy.mofcom.gov.cn/hire-purchase-act-.htm>.
Diakses 25 Juli 2015.

163





